BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Urgensi penguatan Komisi Yudisial didasari oleh beberapa point

penting yaitu :

1.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah melemahkan kewenangan komisi
yudisial yang menyatakan Komisi Yudisial tidak berwenang melakukan
seleksi hakim. Mahkamah Konstitusi berdalih bahwa kewenangan komisi
yudisial sebagai dijelaskan dalam UUD 1945, sangatlah terbatas dan tidak

dapat diperluas.

2. Penguatan komisi yudisial memiliki landasan yang kuat yaitu :

a. Landasan Filosofis, tujuan pembentukan komisi yuidisial sebagai

bentuk penyeimbang antara lembaga yustisi dalam kekuasaan
kehakiman. Pemusatan kekuasaan dapat menjadi celah terjadinya
abuse of power. Olehnya pelibatan komisi yudisial dalam seleksi
hakim menjadi sangat penting guna menbentengi prinsip check and
balaneces lembaga negara kekuasaan kehakiman.

Landasan Yuridis, penguatan kewenangan komisi yudisial memang
membutuhkan kepastian tafsiran hukum yang perlu diperjelas dalam
UUD 1945 sebagai norma dasar peraturan perundang-undangan.
Perubahan pasal 24 ayat 1 menjadi penting untuk menegaskan bahwa

komisi yudisial berhak melakukan seleksi hakim.
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C.

B. Saran

Landasan Sosiologis, sebenarnya kekuasaan yudikatif membutuhkan
sistem rekruitmen yang lebih merit. Jika dulu pengangkatan hakim
karir hanya menjadi domain Mahkamah Agung, maka sudah
seharusnya KY dilibatkan untuk membuat sistem rekrutmen yang
lebih bermutu. Sistem ini merupakan jawaban agar sistem rekrutmen
hakim dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ketika
KY mempunyai wewenang melakukan sistem rekrutmen terhadap
Hakim Agung, maka sudah menjadi seharusnya hakim Kkarir juga
menjadi ranah kewenangan KY. Logika ini menjadi benar karena
seharusnya KY tidak hanya berperan pada proses di hilirnya

melainkan juga harusnya berperan pada proses hulunya.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka peneliti perlu

menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlu ada kehendak yang baik dari pembentuk Undang-Undang untuk

menata kembali kewenangan komisi yudisial yang sesuai dengan

komposisi struktur kekuasaan kehakiman yang ideal.

2. Penguatan kewenangan komisi yudisial perlu dimasukan menjadi draft

perubahan prioritas Amandemen Kelima UUD 1945, sehingga konstitusi

pun memberikan kepastian dan kejelasan mengenai norma kewenangan

komisi yudisial.
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